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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Pengabdian kepada
Masyarakat bagi Program Studi IImu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk
meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terus menerus
dilakukan Prodi IImu Hukum untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang
bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil pengabdian kepada
masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya
saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika Program Studi |1mu Hukum
dalam menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan keilmuan
masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun Program Studi [Imu Hukum
dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan.
Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan
keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA. Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun



PENGANTAR
PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Pedoman peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi IImu Hukum
memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan peta jalan Pengabdian kepada
Masyarakat pada setiap Program Studi Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta
Diharapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun Program Studi 1Imu
Hukum dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah Pengabdian
kepada Masyarakat bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewgjiban menyelenggarakan Pengabdian kepada
Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Segjalan dengan hal
tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa
Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya
saing bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pilar kegiatan pendidikan di
perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya
yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan amanah
Undang-undang, diperlukan peta jalan yang berfungsi untuk memandu program studi dalam
pelaksanaan dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat integratif dan
mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan implementasi dari peta jalan tingkat universitas, yang berisi payung-payung
Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi unggulan. Payung Pengabdian kepada
Masyarakat ini akan melibatkan seluruh program studi. Oleh karena beragamnya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat program studi, maka peta jalan Pengabdian kepada
Masyarakat mempertimbangkan keberagaman dan sinergi antar disiplin ilmu.

Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan milestones kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat dalam ruang waktu tertentu (5-20 tahun) yang dilakukan secara individu
(monodisiplin) dan atau kelompok baik secara multidispliner atau intra/inter disiplin. Secara
garis besar, petajaan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas capaian Pengabdian kepada
Masyarakat, strategi Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat, dan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat. Penyusunan peta jalan
Pengabdian kepada Masyarakat selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional
Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Penyusunan peta
jalan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi sekaligus tetap mempertimbangkan
delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

10



Dokumen peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi IImu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memuat hal-hal berikuit:

1. Bab 1. Pendahuluan
2. Bab 2: Profil Program Studi 1lmu Hukum

3. Bab 3: Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi IImu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum

4. Bab 4: Payung Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah Dan Hukum
5. Bab 5: Penutup
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BAB |: PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pengembangan kebijakan Pengabdian Masyarakat pada Program Studi [Imu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijagatidak bisa dilepaskan dari kondisi eksternal.
Beberapa ha kondisi eksternal yang mempengaruhi kebijakan pengabdian adalah Kondisi
Eksternal Lingkungan Makro (Aspek Politik, Ekonomi, Kebijakan), Kondisi Eksternal
Lingkungan Makro (Aspek Sosial, Budaya dan Perkembangan IImu Pengetahuan dan
Teknologi), Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Pesaing, User/Pengguna Lulusan,
Kebutuhan Masyarakat dan Mitra), Kondisi Eksternal Lingkungan Mikro (Aspek Sumber
Calon Mahasiswa, Sumber Calon Dosen, dan Sumber Calon Tenaga Kependidikan), dan
Kondis Lingkungan Mikro (Aspek E-Learning, Pendidikan Jarak Jauh, Open Course Ware).

Dalam menyongsong tantangan kondis eksternal tersebut, Fakultas Syariah dan Hukum
telah menyusun rencana strategis. Rencana Strategis FSH telah disahkan pada September 20109.
Rencana Strategis tersebut telah disusun berdasarkan sembilan (9) kriteria. Beberapa point
penting ranstra sesuai dengan akreditasi sembilan (9) kriteria adalah Kondisi Eksternal dan
Profil Fakultas; Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama;
Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian;
Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran dan Capaian Tridharma; dan Analisis dan Penetapan
Program Pengembangan.

Peta jalan PKM Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum ini
merupakan deskripsi terhadap pengabdian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen Prodi [Imu
Hukum dan rencana pengembangan pengabdian yang akan dilakukan yang disertai dengaan
luaran yang diharapkan muncul dari pengabdian-pengabdian yang dilakukan. Peta jalan
pengabdian ini disusun dengan menggunakan pengabdian dasar, pengabdian terapan dan
pengembangan pengembangan Prodi 1lmu Hukum, serta disusun dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan rumpun rumpun yang ada dalam Prodi [Imu Hukum.

Pentingnya penyusunan petajalan pengabdian Prodi [Imu Hukum ini terkait
dengan :

1. Perubahan eksternal UIN Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah perubahan status IAIN

menjadi UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Republik IndonesiaNo. 50 Tahun
2004 yang isinya perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga.
Dengan adanya perubahan tersebut Prodi Ilmu Hukum dituntut bisa memenuhi

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara bidang ilmu
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agama |slam dengan bidang ilmu umum

2. Rencanastrategis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Perubahan regulasi standar nasional Pendidikan tinggi

4. Perubahan akreditasi 7 standar menuju 9 kriteria

5. Perkembangan pengabdian dosen Prodi 1lmu Hukum

6. Pertanyaan pengabdian meliputi: devel opment atau pengembangan pengabdian kepada
masyarakat; diseminasi pengabdian kepada masyarakat; prioritas pengabdian kepada
masyarakat; strategi memperluas jaringan secara global danterkait hak kekayaan
intelektual; sumber daya yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya dalam
pengabdian kepada masyarakat.

7. Vis, misi, Renstra Universitas Bidang Kualitas Pengabdian dan Rencana Induk
Pengembangan LPPM UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta

8. Visi-Misi-Renstra dan Rencana Induk Pengembangan, serta Rencana Operasional
Fakultas Bidang Kualitas Penelitian, Visi-Misi dan Kekhasan Program Studi dan
Fakultas UIN Sunan Kalijaga

Tujuan

Tujuan pembuatan peta jalan pengabdian program studi Ilmu Hukum ini sebagai

pedoman dan arah kegiatan pengabdian yang didanai oleh universitas, di samping kegiatan

pengabdian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, pusat studi, serta laboratorium

Ilmu Hukum.

Landasan Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu pengabdian. Landasan yuridis yang

merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan petajalan

pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat Prodi 1lmu Hukum disusun

dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang
PenerapanKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
62 Tahun2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakartaTahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakartaTahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakartaTahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakarta Tahun2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
UIN SunanKalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan
KalijagaY ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan
Penelitian UINSunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
UIN SunanKalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat
UIN SunanKalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada
Masyarakat UINSunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat UINSunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
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23.

24.

25.

26.

UIN Sunan Kalijaga Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian
kepadaMasyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar M utu, Sasaran Mutu, dan Rencana M utu Pengel olaan Pengabdian kepada
Masyarakat UINSunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana M utu Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian kepadaMasyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Abdullah, M.A. 2006. Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Revisi 1. Yogyakarta:
Pokja Akademik UIN Sunan KalijagaY ogyakarta.
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BAB Il: PROFIL PROGRAM STUDI

Sejarah dan Perkembangan Program Studi

Program Studi 1lmu Hukum merupakan program studi strata satu (S-1) yang didirikan
oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum pada tahun 2009 sebagai amanat wider-mandate semenjak
perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Y ogyakarta. Salah satu yang mendasari berdirinya Program Studi
IImu Hukum adalah girah Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk berperan serta memberikan
kontribusi hukum di Indonesia. Dengan slogan integrasi-interkoneksi keilmuan, diharapkan

muncul generasi hukum yang bermartabat hasil didikan perguruan tinggi keislaman.

Pendirian Program Studi Ilmu Hukum pertama kali diinisiasi oleh Drs. Barmawi Mukri,
M.Ag. S.H., dosen Hukum di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 2004 dengan
mengundang dosen-dosen yang bergelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah 1AIN Sunan
Kalijaga. Hasil dari pertemuan ini dibentuklah Tim Pendirian Program Studi 1lmu Hukum,
dengan Drs. Barmawi Mukri, M.Ag. S.H. (Ketua), Ahmad Bahigj, SH. M.Hum. (Sekretaris),
Siti Fatimah, S.H. M.Hum. (Anggota), Udiyo Basuki, S.H. M.Hum. (Anggota), | swantoro, S.H.
M.H. (Anggota), Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum. (Anggota), Muyassarotussolichah, S.H.
M.Hum. (Anggota), dan Nanang Moh. Hidayatullah, S.H. M.Si. (Anggota).

Proposal Pendirian Program Studi Ilmu Hukum digjukan pertama kali ke Fakultas
Syariah pada tanggal 2 Januari 2006 (surat 25 Desember 2005). Dekan Fakultas Syari’ah pada
saat itu (Dr. K.H. Malik Madani, M.A.) kemudian mengajukan proposal tersebut ke Senat
Fakultas pada bulan Maret 2006 dan disidangkan di Senat Fakultas pada hari Rabu, 19 April
2006. Setelah terhambat selama satu tahun, pada hari Rabu, 4 April 2007 proposal pendirian
Program Studi di Ilmu Hukum disidangkan ke Senat Universitas. Komisi Akademik Senat
Universitas baru menyidangkan kembali pada hari Senin, 3 Maret 2008.

Setelah mendapatkan Rekomendas dari Senat Universitas, proposal pendirian Program
Studi 1lmu Hukum digjukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasiona dan tidak lama kemudian mendapatkan rekomendasi pendirian dengan surat Nomor
3487/D2.2/2008 tanggal 30 Desember 2008. Setelah mendapatkan rekomendasi ini, proposal
kemudian digjukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, dan akhirnya
mendapatkan izin operasional dengan surat Nomor DJ.1/32/09 tanggal 20 Januari 2009. Dengan
Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor DS-12.a Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2009,
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Dekan Fakultas Syari’ah saat itu (Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.) secara resmi
membuka Program Studi Ilmu Hukum. Lulusan Program Studi Ilmu Hukum bergelar Sarjana
Hukum (S.H.).
Jenjang KK NI

Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasiona Indonesia (KKNI) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi mendorong Program Studi 1lmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan
penyesuaian dengan segala aturan yang termuat di dalamnya. KKNI merupakan pernyataan
kualitas mahasiswa yang kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).

Program Studi Ilmu Hukum sebagai pelaksana program studi di Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang bertugas menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual yang
kompeten di bidangnya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi seorang professional di bidangnya. Oleh karena itu, Program
Studi 1lmu Hukum perlu merumuskan capaian pembelgaran lulusan yang mengacu pada
deskripsi capaian pembelgjaran lulusan KKNI. Agar rumusan capaian pembelgaran Program
Studi IImu Hukum selaras dengan deskripsi capaian pembelgjaran KKNI, maka rumusannya
harus mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT).

SNPT merupakan satuan standar yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian,
dan standar pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan Program Studi harus mengacu ketiga
standar tersebut, karena menjamin pencapaian mutu pembelgjaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat program studi. Oleh karena itu, Program Studi [Imu Hukum mengacu
SNPT dalam menyusun, menyel enggarakan, dan mengevaluasi kurikulum, serta melaksanakan

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain  itu, pengembangan kurikulum Program Studi  llmu  Hukum juga
memperhatikankonsep keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga, yaitu
integrasi-interkoneksi keilmuan. Oleh karenaitu, dalam pel aksanaan program pendidikan perlu
mengintegrasikan dan menginterkoneksikan keilmuan keislaman, keindonesiaan, dan ilmu
hukum dalam berbagai ranah, yaitu ranah filosofis, ranah materi, ranah metodol ogis, dan ranah
strategis. Untuk itu, kajian ilmu hukum harus memilih beberapa model yang
direkomendasikan, yaitu informatif, konfirmatif/klarifikatif, korektif; atau beberapa model
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yang lebih rinci, seperti komparas, induktifikasi, dan verifikasi. Sehingga, diharapkan
pengembangan keilmuan dapat dilakukan secara utuh, mendalam, dan peduli terhadap wilayah
‘amali, praktis nyata dalam realitas dan etika. Dengan demikian, diharapkan lulusan Program

Studi [Imu Hukum merupakan sosok |ulusan yang memiliki keterpaduan iman, ilmu, dan amal.
Profil Lulusan

Lulusan program studi ilmu hukum diharapkan mampu menjadi praktisi hukum seperti
hakim, jaksa, pengacara, panitera, mediator, Legal Officer perusahaan/perbankan, Dosen,
Peneliti Hukum, dan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian proses pembelgjaran yang
dijalankan Program Studi Ilmu Hukum bertujuan untuk mampu menghasilkan lulusan yang
mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu hukum. Adanya kesesuaian antara kurikulm dan
strategi pembelagaran yang dilakukan prodi ilmu hukum nampak pada jumlah lulusan yang
bekerjadi sesuai dengan keilmuannya

Capaian Pembelajaran Program Studi

Capaian pembelgjaran diukur berdasarkan pemenuhan aspek sikap, pengetahuan,
keterampilan umum dan keterampilan khusus yang disusun secara sistemik dan terstruktur
dalam rencana pembelgaran semester (Rencana Pembelgaran Semester (RPS) melalui
pengujian dan penilaian dalam bentuk terstruktur dan bervariasi.Capaian pembelgaran yang

diharapkan Prodi Ilmu Hukum meliputi:

a. Skap

- Berkomitmen dan taat hanya kepada satu Tuhan dan memiliki kemauan yang
kuat untuk mengekspresikan religiusitasnya.

- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya
berdasarkan norma agama, moral dan etika

- Memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan kehidupan sosial, bangsa, dan
pemerintahan serta bagi pembangunan peradaban Berlandaskan Pancasila

- Menjadi warga negara yang baik yang menunjukkan kebanggaan dan kecintaan
yang tinggi pada bangsanya serta memiliki rasa nasionalis dan tanggung jawab
yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

- Mewujudkan dan menghormati keragaman budaya, agama, dan kepercayaan
serta pemikiran dan inovasi kreasi orang lain.

- Bersikap kooperatif dan memiliki kepekaan yang baik terhadap masalah sosial

dan lingkungan.
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Mematuhi hukum dan berkomitmen untuk itu dalam kehidupan sosial dan
nasionalnya.

Menjaga nilai-nilai akademik, norma dan etika tetap terinternalisasi dalam
sikapnya.

Mampu bertanggung jawab secara independen tentang keahlian akademisnya.

Menjaga semangat kemandirian, perjuangan dan kewirausahaan.

b. Pengetahuan

Terbukti diakui di bidang hukum dan mampu menunjukkan kellmuannya dalam
berdiskusi tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasiona secara
komprehensif, terintegrasi dan sistematis.

Memahami teknik dasar kemahiran hukum dan mendemonstrasikannya melalui
kemampuannya dalam negosiasi, komunikasi, proses peradilan, advokasi
hukum dan penyusunan hukum sesuai dengan nilai dan prinsip etika profes
hukum.

Menerapkan keahlian dan kemahiran peradilan dalam menganalisis dan
membangun argumen hukum dan dasar pemikiran untuk membuat dan
mel aksanakan aturan hukum dalam penyelesaian masalah hukum.

Mampu menganalisis persoalan hukum berdasarkan metodologi penelitian dan
menghasilkan literatur hukum yang sesuai dengan etika kaidah akademik atau
mengembangkan hukum dan keadilan, atau menemukan kearifan hukum lokal
yang layak diangkat berskala nasional maupun internasional

Mengidentifikass dan membahas hukum Islam yang dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan sistem hukum nasional serta aspek dan elemen
lain yang relevan dengan kajian dan pengembangan hukum.

Ahli dalam mengevaluas sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain yang
relevan agar kgian dan perkembangan hukum berjalan sesuai dengan

perubahan sosial

c. Keterampilan Umum

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk
mengembangkan atau menerapkan ilmu dan teknologi sesuai dengan nilai
kemanusiaannya.

Memiliki jiwa yang baik untuk tampil mandiri, sistematis dan tidak ternilai.
Memiliki ketrampilan menilai dampak pembangunan dan menerapkan ilmu dan

teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan nilai kemanusiaan, normadan
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etika karya ilmiah untuk pembinaan gagasan kontributif, serta kritik untuk
menghasilkan karyailmiah.

Memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik dalam menghasilkan karya
akademik berdasarkan penelitian ilmiah baik berupa skripsi maupun skripsi
yang layak dipublikasikan di website universitas

Bijak dalam mengambil keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah
keahliannya berdasarkan analisis data.

Memiliki keterampilan yang baik dalam memelihara dan mengembangkan
jaringan dengan supervisor dan rekan kerja baik di dalam maupun di luar
lembaga.

Berhati-hati dalam pencapaian kerjatim serta melakukan supervisi dan evaluasi
penyelesaian pekerjaan.

Memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tugas
yang diambil oleh kelompok dibawah pengawasan dan dalam mengelola proses
pembel gjaran secara mandiri.

K eterampilan mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data untuk

memastikan keaslian dan menghindari plagiarism.

d. Keterampilan Khusus

Mampu menjelaskan dan membahas ilmu hukum dan sistem Hukum Nasional
Indonesia secara menyeluruh dan sistematis.

Memiliki keahlian yang baik dalam bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengadili
di pengadilan, mengadvokasi dan menyusun dokumen hukum berdasarkan
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik profesi.

Memiliki kemampuan berfikir yuridis yang memadai sehingga dapat digunakan
untuk menganalisis dan membangun argumen dan dasar pemikiran hukum
untuk membuat dan melaksanakan aturan yang relevan dalam penyelesaian
perkara hukum.

Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melakukan penelitian
dan menulis laporannya sesuai dengan kaidah etika akademik atau
mengembangkan ilmu hukum dan aturan hukum terapan atau mengidentifikasi
praktek-praktek lokal di bidang hukum yang layak untuk dimasukkan ke dalam
sistem hukum nasional atau internasional.

Memiliki kapasitas yang baik untuk mengelaborasi dan mendiskusikan hukum

Islam yang dapat berkontribusi pada perkembangan sistem hukum nasional
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Indonesia dan menelaah beberapa aspek lain yang relevan dengan kagjian dan
perkembangan hukum

- Memiliki kemampuan yang baik untuk mengevaluasi sistem hukum Indonesia
dan beberapa aspek kajian hukum lainnya yang relevan dengan kajian dan
perkembangan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan

perubahan sosial.

Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Dosen Program Studi

Dari sisi jumlah mahasiswa, Prodi [Imu Hukum dari tahun ke tahun memiliki animo
jumlah mahasiswa yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mahasiswa baru
yang semakin bertambah, demikian halnya jumlah mahasiswa aktif seperti padatabel berikut:

= Pendaftar Diterima Registrasi
2017 1995 176 146
2018 2095 | [T 146
2019 1207 171 150
2020 1798 233 177

Sumber: https://admisi.uin-suka.ac.id/rekap/app/dashboards/prodi
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Untuk Mahasiswa Aktif Juga tabel berikut:

Ganjil 2020 724
Genap 2019 B4
Ganjil 2019 722
Genap 2018 B31
Ganjil 2018 B82
Genap 2017 Bl2
Ganjil 2017 591
Genap 2016 615
Ganjil 2016 697
Sumber:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data prodi/MTI2RUZCNzYtOEM40OCOONDZFLUI40
TOtODVFNjkwM EM4QjMw/20192

Untuk Rasio Dosen adalah Sebagai Berikut:

sio Dosen : Mahasiswa e
i Lo ELdD

Rasio Dosen : Mahasiswa

2018/2019

]
(8
MJ

o

Sumber:

https:.//pddikti.kemdikbud.go.id/data prodi/MTI2RUZCNzYtOEM4OCOONDZFL U140

TOQtODV FNjkwMEM4QjMw/20192

Nilai Akreditasi

Akreditas Program Studi Ilmu Hukum pertamakali digjukan ke Badan Akeditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) setelah 2 (dua) tahun berjalan. Berdasarkan Keputusan
BAN-PT No. 019/BAN-PT/Ak-X1V/SU/V111/2011, Program Studi 1lmu Hukum mendapatkan
peringkat akreditasi C. Namun pada tahun 2014, Program Studi |lmu Hukum mengajukan re-
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akreditasi dan berdasar Keputusan BAN-PT No. 506/SK/BAN-PT/Akred/S/V1/2015 Program
Studi 1lmu Hukum mendapatkan akreditasi A.

Jumlah SK'S
Untuk lulus dari Program Studi [Imu Hukum, Mahasiswa harus menempuh Jumlah SKS
untuk Prodi Ilmu Hukum sebanyak 152 SK'S, yang terdiri dari Mata Kuliah Wajib sebanyak
138 SK'S, kemudian Mata Kuliah pilihan sebanyak 14 SKS.
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Jumlah Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah

Jenjang S1 Program Studi IImu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta

SKS JenisMK Kelompok Matakuliah
No | Nama Matakuliah Semester | Tatap . Praktek SKS o Nasional, keTUI N-an, KKR, .
Muka Praktikum L apangan Total Wajib/Pilihan Ut.ama Prodi, Pendukung Prodi,
lainnya
1 | Pancasila I 14 2 Wajiib Nasional
2 | Kewarganegaraan | 14 2 Wajib Nasional
3 | Bahasalndonesia | 14 2 Wajiib Nasional
4 | Bahasalnggris | 14 2 Wajib Prodi
5 | Islamdan llmu Sosial Humaniora I 14 2 Wajiib Universitas
6 | Pengantar llmu Hukum | 14 3 Wajiib Prodi
7 | Pengantar Hukum Indonesia | 14 3 Wajib Prodi
8 | Pengantar Studi Islam | 28 4 Wajiib Universitas
9 | Fikih dan Ushul Fikih I 14 2 Wajib Prodi
10 | Hukum Tata Negara I 28 4 Wajiib Prodi
11 | Hukum Administrasi Negara I 14 3 Wajib Prodi
12 | Hukum Pidana I 28 4 Waijiib Prodi
13 | Hukum Perdata I 28 4 Wajib Prodi
14 | Hukum Adat I 14 3 Waiiib Prodi
15 | Peradaban Islam (semula semester 3) I 14 2 Wajib Universitas
16 | Ilmu Negara (semula semester 4) I 14 3 Wajiib Prodi
17 | Hukum Agraria I 14 4 Wajib Prodi
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18 | Hukum Internasional I 14 4 Wajiib Prodi
19 | Hukum Pidana Khusus I 14 2 Wajib Prodi
20 | Hukum Cyber/Telematika/Teknologi I 14 2 Wajiib Prodi
21 | Hukum Dagang Il 14 2 Wajib Prodi
22 | Ulum Al-Hadis (semula semester 2) I 14 2 Wajiib Universitas
23 | Ulum Al-Qur'an (semula semester 2) I 14 2 Wajib Universitas
24 | Hukum Perdata Internasional (semula smt 4) I 14 2 Wajiib Prodi
25 | Islam dan Sains (semula smt 2) 1" 14 2 Wajib Universitas
26 | BahasaArab (semulasmt 1) I 14 2 Wajib Prodi
27 | Hukum Pajak (semula smt 3) v 14 2 Wajiib Prodi
28 | Filsafat Hukum (semula smt 3) v 14 3 Wajib Prodi
29 | Hukum Lingkungan (semula smt 3) v 14 2 Wajib Prodi
30 | Segjarah Hukum v 14 2 Wajiib Prodi
31 | Politik Hukum % 14 2 Wajib Prodi
32 | Hukum Ketenagakerjaan v 14 2 Wajiib Prodi
33 | llmu dan Teori Perancangan Perundang-undangan v 14 2 Wajiib Prodi
34 | Hukum dan HAM (semula smt 5) v 14 2 Wajib Prodi
35 | Hukum Publik Islam v 14 2 Wajib Universitas
36 | Hukum Perdatalslam v 14 2 Wajib Prodi
37 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi \% 14 2 Wajiib Prodi
38 | Hukum Acara Peradilan Agama \Y 14 2 Wajib Prodi
39 | Hukum Acara Peradilan Militer \% 14 2 Wajiib Prodi
40 | Hukum Acara PTUN \% 14 2 Wajib Prodii
41 | Hukum Acara Pidana dan Pembuktian \% 14 3 Waijiib Prodi
42 | Hukum Acara Perdata \% 14 3 Wajib Prodi
43 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum \% 14 3 Waijiib Prodi
44 | Metode Penemuan Hukum \% 14 2 Wajib Prodi
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45 | Sosio-Antropologi Hukum (semula smt 4) \% 14 3 Wajiib Prodi
46 | Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum \% 14 2 Wajib Prodi
47 | Praktik Peradilan TUN VI 14 2 Wajib/Magang Prodi
48 | Praktik Perancangan Perundang-undangan \ 14 2 Wajib/Magang Prodi
49 | Praktik Peradilan VI 14 2 Wajib/Magang Prodi
50 | Magang VI 14 2 Wajib/Magang Prodi
51 | Kontrak Bisnis Internasional VI 14 2 Pilihan Kemahiran Prodi
52 | Teknik Investigasi VI 14 2 Pilihan Kemahiran Prodi
53 | Advokatur VI 14 2 Pilihan Kemahiran Prodi
54 | Resolusi Konflik Alternatif VI 14 2 Pilihan Kemahiran Prodi
55 | Penyelesaian Sengketa VI 14 2 Pilihan Kemahiran Prodi

Perbandingan Hukum Pidana Piilihan Konsentrasi | Prodi
56 VI 14 2

Politik Hukum Pidana Piilihan Konsentrasi Prodi
57 VI 14 2

Sistem Peradilan Pidana Piilihan Konsentrasi | Prodi
58 VI 14 2

Kriminol ogi Piilihan Konsentrasi | Prodi
59 VI 14 2

Hukum Pidana Internasional Piilihan Konsentrasi | Prodi
60 VI 14 2

Hukum Forensik Piilihan Konsentrasi Prodi
61 VI 14 2

Hukum Pidana Militer Piilihan Konsentrasi | Prodi
62 VI 14 2

Hukum Pidana Lingkungan Piilihan Konsentrasi | Prodi
63 VI 14 2
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Hukum Pidana Anak Piilihan Konsentrasi Prodi
64 VI 14

Hukum Pidana Adat Piilihan Konsentrasi | Prodi
65 VI 14

Hukum Pemerintah Daerah Piilihan Konsentrasi | Prodi
66 VI 14

Hukum Konstitusi Piilihan Konsentrasi | Prodi
67 VI 14

Perbandingan Hukum Tata Negara Piilihan Konsentrasi | Prodi
68 VI 14

Hukum Kepartaian dan Pemilu Piilihan Konsentrasi | Prodi
69 VI 14

K ekuasaan K ehakiman Piilihan Konsentrasi | Prodi
70 VI 14

Hukum Kewarganegaraan Piilihan Konsentrasi | Prodi
71 VI 14

Hukum Anggaran Negara Piilihan Konsentrasi | Prodi
72 VI 14

Hukum Perijinan Piilihan Konsentrasi | Prodi
73 VI 14

Hukum K esehatan Piilihan Konsentrasi | Prodi
74 VI 14

Hukum Kebijakan Publik Piilihan Konsentrasi | Prodi
75 VI 14

Hukum Perbankan Piilihan Konsentrasi | Prodi
76 VI 14

Hukum Pasar Modal dan Investasi Piilihan Konsentrasi | Prodi
77 VI 14
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Hukum Hak atas Kekayaan Intel ektual Piilihan Konsentrasi | Prodi
78 VI 14

Hukum Jaminan Piilihan Konsentrasi | Prodi
79 VI 14

Hukum Kepailitan Piilihan Konsentrasi | Prodi
80 Vi 14

Hukum Asuransi Piilihan Konsentrasi | Prodi
81 VI 14

Hukum Surat-surat Berharga Piilihan Konsentrasi | Prodi
82 VI 14
83 Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Vi 14 Piilihan Konsentrasi | Prodi

Hukum Lembaga Pembiayaan Piilihan Konsentrasi | Prodi
84 Vi 14

Hukum Perlindungan Konsumen Piilihan Konsentrasi | Prodi
85 VI 14
86 | KKN VIl Wajib Prodi
87 | Skripsi VIl Wajib Prodi
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Lembaga Mitra

Pengadilan Negeri Y ogyakarta | Praktik Peradilan dan Magang MOU/PKS
Pengadilan Negeri Sleman Praktik Peradilan dan Magang MOU/PKS
Pengadilan Militer Praktik Peradilan dan Magang MOU/PKS
Kemenkumham Legal Drafting dan Magang MOU/PKS
Kegjaksaan Magang dan pembimbingan Lomba | MOU/PKS
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BAB 11

PETA JALAN PENGABDIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Potensi Sumber Daya
Potensi Program Studi

Program Studi (Prodi) IImu Hukum yang lahir di tahun 2009 merupakan prodi termuda
di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Lahirnya prodi ini, antara lain,
dilatarbelakangi oleh kegelisahan sebagian akademisi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia yang cenderung formalistik dan kurangnya
pemaduan antara hukum positif dengan hukum Islam. Secara politik, lahirnya prodi ini akan
memberi kesempatan bagi alumni Prodi [Imu Hukum di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam (PTKI) untuk bisa berkiprah mengembangkan kompetensinya baik sebagai akademisi,
praktisi maupun peneliti, tidak sgja di lingkungan Kementerian Agama atau Peradilan Agama
namun juga di semua lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan.

Secara ekonomi, kesempatan dan peluang yang luas bagi alumni prodi IImu hukum
untuk mendapatkan lapangan kerjaini membawa keberuntungan tidak saja bagi alumni namun
jugabagi prodi dan fakultas. Sejak awal berdiri, animo masyarakat untuk kuliah di Prodi 1Imu
Hukum cukup tinggi sehingga tingkat kompetisinya cukup ketat dan pada gilirannnya prodi
mendapatkan input mahasiswa baru yang berkualitas. Rasio yang kompetitif antara pendaftar
dengan dayatampung ini juga sangat bermanfaat untuk kepentingan akreditasi. Sedangkan bagi
universitas dan fakuktas, banyaknya pendaftar prodi ilmu hukum telah menyumbang
pendapatan bagi Badan Layanan Umum Universitas.

Kondis di atas telah mendorong pimpinan fakultas dan prodi mengeluarkan kebijakan
untuk menambah daya tampung mahasi swa baru dan menambah tenaga pendidik (dosen) yang
berkompeten dalam bidang ilmu hukum. Langkah ini dimulai dengan mengusulkan pada
universitas dan Kementerian Agama untuk membuka formasi CPNS dosen atau dosen tetap
bukan PNS yang kompeten dalam bidang ilmu hukum. Kebijakan ini juga menuntut fakultas
dan prodi untuk mempersiapkan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan tridharma
perguruan tinggi.

Secara sosial dan budaya, animo besar masyarakat mendaftar di Prodi [Imu Hukum dan
peluang yang luas bagi alumni prodi ilmu hukum berkiprah di semua lembaga, di samping
prestas yang diraih mahasiswa dalam berbagai kompetis baik lokal, nasional, maupun
internasional telah menumbuhkan kebanggaan dan rasa percayadiri bagi keluarga besar PTKI
pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya. Terlebih
dalam rentang waktu 5 tahun, Prodi Ilmu Hukum ini telah mendapatkan peringkat nilai
akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Capaian yang
diraih Prodi Ilmu Hukum ini telah mendorong prodi-prodi lain untuk berpacu meraih prestas
yang maksimal.

Kemudian dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang hukum dan merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, Prodi 1lmu Hukum
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melakukan review terhadap kurikulum dan kelengkapannya. Selain itu, Prodi Ilmu Hukum
mengirim dosen untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dalam rangka peningkatan
kompetensi keilmuannya. Usahalain yang dilakukan untuk mensejagjarkan Prodi 1lmu Hukum
PTKI dengan Prodi Ilmu Hukum di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek
Dikti), maka prodi secara aktif mengikuti forum atau asosiasi Prodi Ilmu Hukum baik di
lingkup PTKI maupun Kemenristekdikti.
Potensi Dosen

Kecukupan dosen didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiond
Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan dosen tetap prodi, Pasal 29 ayat (4) menyatakan “Jumlah
dosen yang ditugaskan untuk menjalankan pembelgjaran pada setiap program studi paling
sedikit 5 (lima) orang.” Kemudian berkaitan dengan kualifikasi akademik minimal dosen
program sarjana dan magister, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 46 menyatakan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program
magister untuk program diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk program
pascasarjana. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa
kualifikasi akademik minimal dosen program sarjana berijazah magister. Berdasarkan dua
ketentuan tersebut, maka jumlah dosen dan kualifikasi dosen prodi di Fakultas Syari’ah dan
Hukum telah memenuhi syarat.

Sedangkan untuk kinerja dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum merujuk pada Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 72 dan Buku Pedoman Beban
Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Beban Kerja Dosen UIN Sunan Kalijaga Pasal 2 ayat
(2) yang menyatakan, tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak sepadan dengan 16
sks pada setiap semester sesuai dengan dengan kualifikasi akademiknya. Semua dosen di
Fakultas Syari’ah dan Hukum sudah melaksanakan kinerja sesuai aturan tersebut.

Adapun prestasi monumental yang pernah diraih oleh dosen Program Studi 1lmu Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum antaralain. Dosen Teladan Mutu Tahun 2016 atas nama Prof. Dr.
Makhrus, SH., M. Hum, dan Dosen Teladan Mutu Tahun 2017 Prestasi lainnya, diraih Program
Studi IImu Hukum untuk Kategori Program Studi Teladan Mutu Tahun 2016, dan Fakultas
Syari’ah dan Hukum sebagai teladan mutu tahun 2019.
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MATA KULIAH

N PANGKAT -
NAMA NI P JABATAN NIDN / BIDANG
O GOL/RUANG
ILMU
1 Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum. 33280202 1993031 Pembina Utama - IV/e Guru Besar 2002026802 limu Hukum
2 Dr. H.Ahmad Bahiej, SH., M.Hum 33150615 200003 1 Pembina Tk. I- IV/b Lektor Kepala 2015067501 Hukum Pidana
3 Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. (1)3?50210 199303 2 Pembina - IV/a Lektor Kepala 2010026501 | Hukum Tata Negara
4 | Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. 82130825 1999031 IC‘;:‘b'”a Utama Muda - Lektor Kepala 2025087301 | llmu Hukum
5 Iswantoro, S.H., M.H. (1)3261010 1992021 Pembinal - IV/a Lektor Kepala 2010106602 | Hukum Agraria
6 Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. (‘:1)2251010 2005012 Penata Tk. | - Ill/d Lektor 2010107502 | Hukum Tata Negara
7 Ach. Tahir, S.H.l., S.H., LL.M., MA. 32200626 2009121 Penata Tk.I-1ll/d Lektor 2026068001 | Ilmu Hukum
8 Faisal Lugman Hakim, S.H.,M.Hum 32290719 2008011 Penata - Ill/c Lektor 2019077901 | llmu Hukum
9 M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. 33280212 2011011 Penata - Ill/c Lektor 2012027801 | llmu Hukum
19880402 201801 1
10 i i, M.H.
Faiq Tobroni, M.H 001 Penata Muda Tk. | - lll/b Lektor 2002048803 | Hukum dan HAM
. . 19900824 201903 1 724089004 Hukum Tata Negara
11 .
Syaifullahil Maslul, M.H 011 Penata Muda Tk. I - lll/b Asisten Ahli
19880126 201903 2 201201880 | Hukum Perdata
12 . . .
Annisa Dian Arini, MH 007 Penata Muda Tk. | - lll/b Asisten Ahli 2
13 19900511 201903 2
Wardatul Fitri, M.H. 016 Penata Muda Tk. |- lll/b Asisten Ahli 2011059001 | Hukum Perdata
14 | Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H E;_;en Tetap Bukan Tenaga Pengajar 2025109101 | Hukum Pidana
D B
15 | Khoirul Anam, SHI., M.S.| osen Tetap Bukan Tenaga Pengajar 2130037801 | Fikih dan Ushul Fikih

PNS
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Potensi M ahasiswa
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga menyediakan layanan kemahasiswaan yang

disediakan untuk seluruh mahasiswa, yaitu dengan melakukan penelusuran minat dan bakat,
bimbingan karir dan wirausaha, dan kesejahteraan. Adapun bentuk layanan kemahasiswaa
yang dilakukan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Program Studi llmu Hukum dapat dilihat

dalam tabel berikut ini:

Layanan Kemahasiswaan

Tabel 20

No Jenis Layanan
Penalaran, minat, Kesejahteraan
bakat
1 Pusat Studi dan Beasiswa:
Konsultasi Hukum 1. Beasiswa institusional
(PSKH) - Beasiswa bidikmisi
- Beasiswa santri
berprestasi
- Beasiswa prestasi
akademik
- Beasiswa prestasi non
akademik,
- dil
2 Komunitas 2. Beasiswa non
Pemerhati institusional
Konstitusi (KPK) - Beasiswa Bank
Indonesia
- Beasiswa Gudang
Garam
- Beasiswa PT Djarum
- Beasiswa Supersemar
- dll
3 Komunitas Asuransi:
Peradilan ~ Semu | Kecelakaan (PT Bumiputera
(KPS) Muda)
4 Lembaga Studi dan Poliklinik
Bantuan  Hukum
(LSBH)

Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
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Hasil Pengabdian M asyar akat

No Nama NIP Judul Pengabdian Tangggl Tangg"?“
Mulai Selesai
Penyuluhan Hukum Undang-
undang Perlindungan Anak Bagi
Para Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD Islam
Terpadu ADAR (TPA - KB Abdi
1 | AnnisaDian Arini, M.H. '198801262019032007 | Desadan RA Ar Réfif) 10-02-21 10-02-21
Dampak Pernikahan Dini Terhadap
2 | Syaifullahil Maslul, M.H. '199008242019031011 | Ketahanan Keluarga 07-01-21 07-01-21
Pengelola Pengajian Ahad Pagi
Musholla At-Tarbiyah Jagalan
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., RT.08.Rw,03 Tegaltirto Berbah
3 | M.Hum. '196502101993032001 | Sleman 20-12-20 20-12-20
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., Pengelola Pengajian Ahad Pagi
4 | M.Hum. '196502101993032001 | Mushola At-Tarniyah 20-12-20 20-12-20
Nurainun Mangunsong, S.H.,
5 | M.Hum. '197510102005012005 | Konsultasi Hukum Online 19-11-20 31-12-20
Webinar Nasional Series:
Pengabdian Masyarakat untuk
Indonesia Bangkit Setelah masa
6 | Syaifullahil Maslul, M.H. '199008242019031011 | Pandemi 24-10-20 24-10-20




Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,

Sosialisas Peraturan Gubernur
DIY Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus

7 | M.Hum. '196502101993032001 | Disease 2019 19-09-20 01-09-20
Sosialisas Peraturan Gubernur
DIY Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin
Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., Pencegahan Dan Pengendalian
8 | M.Hum. '196502101993032001 | Corono Virus Disease 2019 18-09-20 18-09-20
Departemen Advokas dan Hukum
9 | Udiyo Basuki, SH., M.Hum. '197308251999031004 | ICMI DIY Periode 2016-2021 01-08-20 31-12-20
Biro Organisass APHTN-HAN
10 | Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. '197308251999031004 | DIY Masa Bakti 2016-2021 01-07-20 31-12-20
Editor Jurnal Az- Zarga- Jurna
Hukum Bisnis Islam Prodi Hukum
11 | Wardatul Fitri, M.H. '199005112019032016 | Ekonomi Syariah UIN SUKA 01-06-20 07-08-20
12 | Udiyo Basuki, SH., M.Hum. '197308251999031004 | Ceramah Ramadhan 1441 Hijriah 27-04-20 22-05-20
Pelatihan Praktek Peradilan Semu
Bagi Mahasiswa Universitas
13 | Syaifullahil Maslul, M.H. '199008242019031011 | Darussalam Gontor 06-03-20 06-03-20
Faisal Lugman Hakim, S.H., Mendampingi masyarakat
14 | M.Hum. '197907192008011012 | pancarA+ keadilan di Pengadilan 02-03-20 24-07-20
Dr. H. Ahmad Bahigj, SH., Sekretaris Satgas NU DIY Peduli
15 | M.Hum. '197506152000031001 | Covid-19 01-03-20 01-06-20
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,
16 | M.Hum. '196502101993032001 | pengelola pengajian rutin 02-02-20 28-06-20
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17

|swantoro, S.H., M.H.

'196610101992021001

Konsultan Hukum

01-02-20

31-07-20

18

Iswantoro, S.H., M.H.

'196610101992021001

Mengisi Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) kerjasama FSH dan
Asosiasi Pengacara Syariah (APSI)
Y ogyakarta 2 kali

02-01-20

31-12-20

19

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

'197308251999031004

Menjadi Pengurus Ikatan
Cendekiawan Muslim Se-
Indonesia (ICMI) Wilayah Daerah
Istimewa Y ogyakarta Periode
2016-2021

01-01-20

31-12-21

20

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

'197308251999031004

Menjadi Pengurus Asosiasi
Pengajar Hukum Tata Negara Dan
Hukum Administrasi Negara
(APHTN-HAN) Wilayah Daerah
Istimewa Y ogyakarta Periode
2016-2021

01-01-20

31-12-21

21

Dr. H. Ahmad Bahigj, SH.,
M.Hum.

'197506152000031001

Khatib Jum&™at Masjid Al-
Mursyid Ketandan Banguntapan
Bantul D.I. Yogyakarta

01-01-20

01-01-21

22

Dr. H. Ahmad Bahigj, SH.,
M.Hum.

'197506152000031001

Khatib Jum&€™at Masjid Al-Iman
Ketandan Banguntapan Bantul D.I.
Y ogyakarta

01-01-20

01-01-21

23

Dr. H. Ahmad Bahigj, SH.,
M.Hum.

'197506152000031001

Khatib Jum&™at Masjid Al-
Mubin Demblaksari Banguntapan
Bantul D.l. Yogyakarta

01-01-20

01-01-21

24

Dr. H. Ahmad Bahigj, SH.,
M.Hum.

'197506152000031001

Petugas Haji PPIH Arab Saudi
Bidang Pelaksana Bina Ibadah
Sektor Khusus Magjidil Haram,
Makkah Al-Mukarromah

01-07-19

10-09-19
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Dr. H. Ahmad Bahigj, SH.,

Tim Monitoring Sistem Tata
Keloladan Informasi (Sensus
Anggota dan Aset) Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Daerah Istimewa

25 | M.Hum. '197506152000031001 | Y ogyakarta 04-06-19 07-02-21
Dewan Imam Magjid Al-Muttagin
Dr. H. Ahmad Bahigj, SH., Salakan Potorono Banguntapan
26 | M.Hum. '197506152000031001 | Bantul Y ogyakarta, 2019-2022 04-06-19 27-01-21
Khatib Jum&™at Masjid
Baiturrahman, Jaranan
Dr. H. Ahmad Bahigj, SH., Banguntapan Bantul D.I.
27 | M.Hum. '197506152000031001 | Y ogyakarta 01-01-19 01-01-21

Selain itu, karya pengabdian dosen Program Studi 11mu Hukum juga terpublikasi dalam Jurnal Nasional.

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasi kan
dalam jurnal berkala pengabdian pada masyarakat yang merupakan
diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
tiap karya

Mempublikasikan hasil pengabdian Masyarakat dalam jurnal

Judul : Pengenalan Hak Asasi Manusia bagi Siswa di Perbatasan
(Pengabdian Masyarakat di Pulau Sebatik)

Penulis: Pertama (Tunggal)

Nama Jurnal: Empowerment (Jurnal Pengabdian M asyarakat)

Nomor ISSN: 2598-2052 (E-ISSN)

Volume/Nomor: 03/1

Edis (Bulan/Tahun): Juni 2020

Status Akreditasi: Sintas

30 Juni 2020
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Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Hlm, Jmlh him: 55-66 (12 him)

Alamat web:

https://journal .uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/2876

Mempublikasikan hasil pengabdian Masyarakat dalam jurnal

30-11-20

Judul : Asistensi Pengisian e-.LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan
Transparan dan Akuntabel

Penulis: Pertama (Tunggal)

Nama Jurnal: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

Nomor ISSN: 2654-8305 (P-ISSN) dan 2654-8313 (E-1SSN)

Volume/Nomor: 03/1

Edis (Bulan/Tahun): November 2020

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

HIm, Jmlh him: 67-85 (19 him)

Alamat web:

https://journal .unnes.ac.id/g u/index.php/JPHI/article/view/38835

Mempublikasikan hasil pengabdian Masyarakat dalam jurnal

30-12-20

Judul : Sosialisasi UUD 1945 Sebagai Pijakan Sikap Beragama yang
Ramah Bagi Santri Pesantren Nawesea Y ogyakarta

Penulis: Pertama (Tunggal)

Nama Jurnal: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara

Nomor ISSN: 2685-4783 (P-ISSN) dan 2685-3884 (E-1SSN)

Volume/Nomor: 02/2

Edis (Bulan/Tahun): Desember 2020

Penerbit: LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
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HIm, Jmlh him: 161-167 (7 him)

Alamat web:

http://journal .unublitar.ac.id/jppnu/index.php/j ppnu/article/view/31
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Jenis-jenis Pengabdian kepada M asyar akat yang Dibuka Oleh Prodi
Fokus program pengabdian masyarakat yang akan dikembangkan Prodi IImu Hukum

tediri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Pengabdian masyarakat berbasis Kemitraan dengan
lembaga maupun Desa (Desa Mitra); dan (2) Pengabdian masyarakat berbasis Riset.

1. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra)

Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra) merupakan
bagiandari kerangka besar Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini diinisiasi
oleh civitas akademika Prodi IImu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga baik dosen atau mahasiswa yang dilakukan secara individu atau
kelompok. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra)

memiliki dua jenis kegiatan yaitu:

a. Pengabdian masyarakat Desa Mitra Interdisipliner
Pengabdian masyarakat Desa Mitra Interdisipliner adalah kegiatan PM
yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang
memiliki latar belakang keilmuan, jurusan, dan fakultas yang berbeda. Sehingga
proses pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa

komprehensif, dengan pendekatan yang multidisiplin.

Diharapkan dengan pendekatan interdisiplin bisa menemukan atau
membangun pendekatan baru atau menemukan metode pemecahan masalah

baru yang dapat diimplementasikan di lokasi pengabdian masyarakat.

b. Pengabdian masyarakat Desa Mitra Berbasis Prodi
Pengabdian masyarakat Desa Mitra Berbasis Prodi adalah kegiatan PkM
yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang
tergabung dalam prodi tertentu. Tujuan dari Pengabdian masyarakat berbasis
Prodi agar program studi tertentu mampu melakukan pengembangan dan
pendalaman ilmu dibidangnya. Sehingga, bisa melakukan kritik atau pengayaan
atau malah menemukan teori baru untuk melakukan penyel esaian permasal ahan

dilokas pengabdian.

Kegiatan PkM yang diinisiasi prodi pada lembaga maupun desan mitra,
juga PPM-LP2M program Desa Mitra memiliki idealisme bahwa seluruh



program ini menjadi teras depan UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta di desa- desa
atau daerah-daerah pinggiran. Program ini juga merupakan upaya dalam
menepis anggapan “kampus sebagai menara gading”. Dengan prinsip ini
diharapkan kehadiran program UIN melalui Desa Mitra maupun program lain,
bisamemberikan efek berantai-berlipat (multiplier-effect) kepada masyarakat
luas dan menyatukan antara elit (intelektual) dengan masyarakat (massa).

2. Pengabdian masyar akat berbasis Riset
Pengabdian masyarakat berbasis Riset adalah bentuk pengabdian kepada
masyarakat dengan metode riset yang model pencapaian tujuannya mengandal kan
satu pendekatan dan metodologi tertentu. Pengabdian masyarakat berbasis Riset.
Program ini dimaksudkan untuk mempetgam dan memperkaya model
pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi.

Pengabdian masyarakat berbasis Riset bisa diinisiasi oleh kelompok dosen
dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu. Untuk memperkaya
atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka bentuk Pengabdian
masyarakat berbasis Riset ini berupa capacity building, empower ment, dan atau
advokasi. Sedangkan metode yang disarankan untuk Pengabdian masyarakat
berbasis Riset diantaranya adalah PAR dan CBR.



BAB IV PAYUNG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nama Payung Pengabdian kepada M asyar akat
Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Program Studi Ilmu Hukum memiliki

tema unggulan yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. Tema unggulan tersebut didukung
sesuai dengan bidang keilmuan Prodi [1mu Hukum yang mengembangkan bidang ilmu syariah dan ilmu
hukum secara multidispliner dan kolaboratif. PkM pada Prodi 1lmu Hukum diarahkan untuk melakukan
kegiatan kolaboras secara global, yaitu diadakan tidak hanya di lingkup wilayah Y ogyakarta dan
sekitarnya sgja, namun mencakup wilayah luar Propinsi Pulau Jawa, bahkan mengadakan kolaborasi

PKM di tingkat/regional internasinoal. Berikut merupakan Roadmap PkM Prodi I1mu Hukum:



Output

Diskriminasi hasil riset
& Publikasi Jurnal Sinta
19

)
Pendlitian
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)
PkM

Output

Diskriminasi hasil riset
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internasional, | |
Modul Pelatihan,
Pelatihan

Gambar 1. Roadmap PkM Prodi IImu Hukum



Target Luaran

Berikut target luaran dari PkM Prodi I1mu Hukum pada masing-masing periode tahun:

/~ \

(OKerjasama tingkat lokal
eModul Pelatihan
ePelatihan dan workshop

e 2021-2023

Gambar 2. Target Luaran dari PkM

e 2024-2027

eKerjasama tingkat nasional
eModul pelatihan
ePelatihan dan workshop
*Buku

oHKI (Hak Kekayaan
Intelektual)

Rencana Kerja dan Tahapan

Berikut rencana kerja dan tahapan pada setiap periode tahun:

Tahap |
(2015-2019)

*Penguatan
kelembagaan dan
keilmuan dalam
bidang Ilmu
Hukum (Pidana,
Perdata, HTN)
berbasis
integrasi-
interkoneksi

Tahap 11
(2020-2024)

*pengembangan riset
dan pengabdian
masyarakat dalam
bidang Ilmu Hukum
(Pidana, Perdata,
HTN) berbasis
integrasi-interkoneksi

s

eKerjasama internasional
*Modul pelatihan
epelatihan dan workshop
eBuku

*HKI (Hak Kekayaan
Intelektual)

e 2028-2032

Tahap |11
(2025-2029)

*penguatan
kerjasama
internasional

dalam bidang
Ilmu Hukum
(Pidana, Perdata,
HTN) berbasis
integrasi-
interkoneksi

Gambar 3. Rencana Kerja dan Tahapan

Tahap 1V

(2030-2034)

- men; adi
inter national

research
department



BAB V
PENUTUP

Petajalan PkM Prodi [Imu Hukum ini sebagai arah kegiatan PkM yang penting dimiliki
dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademika Prodi [Imu Hukum agar menghasilkan
outcomes Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan keilmuan IImu Hukum yang harapannya
akan berdampak besar pada masyarakat luas. Peta jalan PKM ini perlu segera ditindaklanj uti
melalui berbagai program yang telah direncanakan. Lulusan Prodi [Imu Hukum yang semakin
berkualitas, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta produk PkM yang memiliki
nilai guna menjadi target akhir peta jalan PkM yang telah disusun, sebagai kontribusi Prodi
[1mu Hukum dalam turut membangun dan mengembangkan masyarakat dan bangsa Indonesia
dalam berbagai sektor.



Lo opw

REFERENS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

TentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesig;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013
TentangPenerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang
StandarNasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 62Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan
KalijagaY ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan
KalijagaY ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan
KalijagaY ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga
Y ogyakartaTahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian
UINSunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana M utu Pengel olaan Penelitian UIN
SunanKalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan
PenelitianUIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada
MasyarakatUIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada
Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada
MasyarakatUIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada
MasyarakatUIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019



bb.

CC.

dd.

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian
kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta Tahun 2019
Abdullah, M.A. 2006. Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Revisi 1. Y ogyakarta:
Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta.

Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan
Pengembangan.  Diakses pada tanggad 25 Januari 2021  dari
https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan- penelitian-drpm-ditjen-penguatan-

ri set-dan-pengembangan.html
Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluas
Diri danPanduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen

Akreditasi Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluas
Diri danPanduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen
Akreditasi Program Studi

Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



